




1.1 Latar Belakang 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir direvisi dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak 
memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi budgetir) dan sebagai alat untuk 
mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi (fungsi regulerend). 
Saat ini pajak merupakan bagian yang sangat penting  dan potensial bagi 
penerimaaan negara. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan 
terbesar negara. Namun hal ini sangat bertolak belakang bagi perusahaan. Semakin 
terbukanya perekonomian suatu negara akan memberikan peluang bagi perusahaan-
perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan inovasi-inovasi baru. Pada 
umumnya perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba memiliki motivasi 
untuk memaksimalkan laba dan menurunkan biaya serendah-rendahnya. Salah satu 
cara untuk mengurangi biaya pada perusahaan tersebut adalah dengan membuat suatu 
perencanaan dengan tujuan memperkecil biaya pajak perusahaan atau bila 
memungkinkan menghilangkan biaya pajak tersebut. Oleh karena itu, pemilik 
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perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan 
tindakan pajak agresif. 
Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk 
menurunkan laba kena pajak melalui penghematan pajak baik menggunakan cara 
yang sah (tax avoidance) atau dengan cara yang melanggar hukum  (tax evasion) 
(Sari dan Martani, 2010). Hal ini dapat terjadi karena adanya kelemahan pada 
peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemimpin perusahaan. Pemimpin 
perusahaan adalah pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan segala 
aspek yang ada di perusahaan, baik aspek yang mengandung resiko tinggi maupun 
resiko rendah. Tindakan pajak agresif dapat digolongkan sebagai tindakan yang 
mengandung resiko tinggi, karena akibat yang dapat muncul ketika tindakan tersebut 
terdeteksi adalah perusahaan akan berpotensi mendapatkan sanksi berupa denda yang 
tinggi, hingga rusaknya image perusahaan di mata publik. 
Pemimpin dalam perusahaan memiliki dua karakter dalam menjalankan 
tugasnya yaitu risk taker dan risk averse yang terlihat pada besar kecilnya corporate 
risk yang ada.  Pemimpin perusahaan yang memiliki tipe kepemimpinan risk taker 
cenderung lebih berani mengambil keputusan yang berisiko tinggi untuk memenuhi 
tujuan pemilik perusahaan. Corporate risk dapat dilihat dari nilai standar deviasi 
earning (Paligorova, 2010). Standar deviasi earning yang dimaksud adalah 
penyimpangan dari outcome dengan yang diekspektasikan (Hartono, 2013:257). 
Semakin tinggi corporate risk maka dapat mencerminkan bahwa pemimpin 
perusahaan telah berani melakukan tindakan yang beresiko tinggi, seperti tindakan 
pajak agresif.  
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Setiap kegiatan perusahaan, baik yang mengandung resiko tinggi atau tidak 
memiliki resiko semetinya dapat dikelola dengan baik. Tata kelola perusahaan yang 
baik dapat menyebabkan pengaruh yang lebih besar terhadap penghindaran pajak. 
Sedangkan perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk akan meningkatkan 
aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan manajer baik untuk kepentingan pribadi 
atau kepentingan perusahaan. Salah satu dari tata kelola perusahaan yaitu adanya 
transparansi dalam perusahaan. Transparansi perusahaan dapat mengurangi aktivitas 
yang terkait dengan pengambilalihan potensi kekayaan pemegang saham yang 
dilakukan oleh tindakan manajer yang oportunis (Bushman dan Smith, 2003 dalam 
Siregar, 2012). 
Kepemilikan institusional merupakan salah satu alternatif mekanisme dalam 
tata kelola perusahaan yang termasuk dalam transparansi perusahaan (Wardhani, 
2006). Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki 
oleh pihak institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor 
perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional seharusnya lebih dapat 
mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen, karena institusi 
merupakan profesional yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja 
perusahaan dan memiliki akses informasi yang lebih baik daripada investor 
individual. Menurut Desai dan Dharmapala (2009) kepemilikan institusional 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efek penghindaran pajak. Semakin 
tinggi kepemilikan institusional maka semakin efektif melakukan pengawasan 
terhadap manajemen perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional yang tinggi 
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juga diharapkan dapat mengurangi masalah agensi antara manajer dan pemegang 
saham.  
Untuk mengontrol kemungkinan adanya pengaruh profitabilitas perusahaan, 
maka penelitan ini memasukkan variabel kontrol return on assets (ROA) karena 
memiliki peran dalam perubahan Current  effective tax rate (Current ETR) (proksi 
tindakan pajak agresif). Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Richardson (2007), 
semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimiliknya, hal ini 
disebabkan perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk 
membuat suatu perencanaan yang baik. Namun perusahaan tidak selalu dapat 
menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak, karena 
adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan 
regulator, oleh karena itu ukuran perusahaan (SIZE) dikontrol (Watts dan 
Zimmerman, 1986) dalam (Hidayanti, 2013). 
Desai dan Dharmapala (2009) memberikan bukti bahwa efek penghindaran 
pajak berpengaruh lebih besar di perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan 
institusional yang tinggi. Sari dan Martani (2010) menyatakan bahwa struktur 
kepemilikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tindakan pajak agresif. 
Selain itu, Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan tidak ada pengaruh yang 
signifikan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Maharani dan Suardana 
(2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional salah satu proksi dari 
corporate governance tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan resiko 
perusahaan (corporate risk) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
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Dengan fenomena dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang bervariasi dan 
kondisi struktur kepemilikan di Indonesia, maka penulis ingin mengadakan penelitian 
lebih lanjut. Alasan penulis ingin melakukan penelitian ini karena adanya 
penambahan atau perbedaan variabel independen yang digunakan dengan penelitian-
penelitian terdahulu dalam mengolah data dan adanya penambahan objek penelitian 
yaitu selama 5 tahun, serta perbedaan penggunaan metode pengukuran variabel 
dependen yaitu dengan menggunakan current ETR. Berdasarkan uraian diatas, 
penulis ingin mengangkat penelitian mengenai “Pengaruh Kepemilikan 
Institusional dan Corporate Risk Terhadap Tindakan Pajak Agresif”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, tindakan pajak agresif bisa dilakukan oleh 
setiap perusahaan tergantung tata kelola perusahaan itu sendiri. Maka penelitian ini 
bermaksud untuk melihat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tindakan pajak 
agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumusakan dalam 
bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
1. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak 
agresif? 




1.3 Tujuan Penelitian  
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  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional 
terhadap tindakan pajak agresif. 
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh corporate risk terhadap 
tindakan pajak agresif. 
1.4  Manfaat Penelitian 
    Dengan tujuan-tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 
bagi berbagai aspek, baik itu aspek akademis maupun aspek praktis. Manfaat dari 
penelitian ini sebagai berikut:  
1. Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait 
pengaruh kepemilikan institusional dan corporate risk terhadap pajak agresif 
dan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-
penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Bagi fiskus, untuk memperoleh informasi dan mengetahui tentang praktik 
pengindaran pajak, sehingga dapat diambil tindakan untuk menutup celah 





1.5  Sistematika Penulisan 
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  Untuk mempermudah pembahasan secara menyeluruh, maka dalam penelitian 
ini akan digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang terdiri dari: 
BAB I : Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : Landasan Teori 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan 
penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. 
BAB III : Metodologi Penelitian 
Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian 
meliputi desain penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, populasi 
dan sampel, data dan metode pengumpulan data, model penelitian, metode 
analisis data dan tahapan penelitian. 
BAB IV : Hasil dan Pembahasan 
Bab ini merupakan pembahasan pengaruh kepemilikan institusional dan 
corporate risk terhadap pajak agresif. 
BAB V : Penutup  
Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan saran. 
 
 
 
 
